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PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG
ANALISA STANDAR BELANJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi
kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja,
" Analisa Standar Belanja, Standar Satuan Harga dan Standar

Pelayanan Minimal,

b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyusunan
anggaran perlu adanya penyetaraan harga setiap kegiatan pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b perlu menetapkan Analisa Standar Belanja
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang

diatur dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1l di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1820); '

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun
2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

-

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Pasal 1

Standar adalah instrumen yang dibuat agar terciptanya keseragaman
praktek dimasa yang akan datang.

Pasal 2

Analisa Standar Belanja adalah standar yang digunakan untuk
menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran untuk satu tahun anggaran.

Pasal 3

Analisa Standar Belanja dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan
dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Satuan
Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Pasal 4
Penerapan Analisa Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi

biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian
anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.



Pasal 5

Analisa Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum
dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Jika terjadi perubahan kondisi yang signifikan dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Analisa Standar Belanja ini dapat
dimutakhirkan.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 24



